
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

PERATURAN DAER.AH KABUPATEN MUNA

NOMOR /, TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

bahwa salah satu jenis retribusi perizinan tertentu sesuai ketentuan Pasal 141

Undang_unaang No;tor 2g Tahun 200g tentang Pajak..Daerah dan Retribusi

Daerah yang cukup'pot"*itf untuk dipungut adalah Retrib-usi lzin Gangguan;

bahwa peraturan Daerah Kabupaten tvtirna Nomor 26 Tahun 2001 tentang

Retribusi lzin canggu"n iuOan tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini'

sehingga Perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan purtito"ng"n sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu

membentuk Peraturan Daerah iGbupaten Muna tentang Retribusi lzin Gangguan'

Undang-undang Nom or 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat lt di Sutaw".i A"toaran Negara RJpublik lndonesia Tahun 1959

Nomor T4,Tambahan Lembaran NegarJRepublii< lndonesia Nomor 1922);

Undang-unOang No;or B Tahun tget teniang Kitab Undang-undang Hukum

Acara pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 38'

Tambahan Lembaran Negara-Republik lndonesia Nomor 3209);

Undang-unoang tJo;or 2"3 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara"Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3699);
UnJ"nS-unO"nS Nomor I ta6un 1999 tentang Perlindungan Konsumen

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun t-ggg Nomor 42, Tambahan

tembaran NegJra Republik lndonesia Nomor 3821);

UnOang-unO"ig Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara n:f.u?i\ lndonesia Tahun 2OO4

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negaia RepuUiit< lndonesia Nomor 4389);

undang-undang Nomor 32 Tahun 2OQ4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomot 125, Tambahan

Lembaran Negarah.prio.iir. lndonesia Nomor 4437), sebagaimana^telah.diubah

U"Uur"p, kali-terakhil dung"n Undang-undang Nom or^12 Tahun 2008 tentang

perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32. Tahun 20a4 tentang

pemerintahan oaerah (Lembarair Negaia Republik lndonesia Tahun 2008

Nomor 5g, Tambahan Lembaran NegarJ Repubtik lndonesia Nomor 4438);

UnJ"ng-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

pemerintatr Pusat dan Pemerintah Daerali (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nom or 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4438)', F-a-:L.
unJung_rndang Nom o, zg rahun 200g tentang pqiak Daerah dan Retribusi

Daerah (t-ernOaran Negara Republik lndoneiia Tahun 2009 Nomor 130'

Tambahan Lembaran rueglara Republik lndonesia Nomor 5069); .__,^,:_-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian

Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1990 Nomor 34'

Tambahan Lembaran Negara Rlpublik lndonesia Nomor 3409);

10. Peraturan Pemerintah 
-Noto, 27 Tahun 1999 tentang Analisis .mengenai

Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999

Nomor 59, Tambaian LLmbaran Negaia Repubiik lndonesia Nomor 3838);

/



2

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara nepuntir lnconesia Tarrun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran NJgara Republik lndonesia Nomor 4578);

12. peraturan Pemerintah lio*o, 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggarllan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik tnoonliia tanun Z-OOs Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

RePublik lndonesia Nomor 4095 ),

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

pemerintah Oaeran kabupatenXota it-embaran Negara lepu.b.l.k lndonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tamban"n Lemuaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4737)',
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan

Pemanfaatan lnsentif pemungutan f"1"f O"9l{ dan Retribusi Daerah

(LernbaranNegaraRepubliklndonesiaTahun20l0Nomorllg,Tambahan
Lembaran Neglra Republik lndonesia Nomor 5161);

15. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l Tahun 1985 tentang Tata cara

pengendallan p"n""maran bigi Perusahaan-perusahaan yang men-g^adakan

penanaman Modal menurut unoing-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1.968;

16. peraturan Menteri Dalam Negeri trtomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban

pungutan-pungui"n-O"n lanifa Waktu terhadap Pemberian lzin Undang-

undJng Gangguan (Hindre Ordanantie);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
'Notot 7 Tahun 1993 tentang lzin

Undang-undang Gangguan Perusahaan lndustri;

18. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan

19.

20.

Bentuk Produk Hukum Daerah;
F"t"irtrn Metrteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun

Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun

2006 tentang Prosedur

2006 tentang Lembaran

Menetapkan :

Daerah dan Berita Daerah;

21. Keputusan Menteri D"l"* Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara

Pemungutan Retribusi Daerah
22. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten tvtuna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik

Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002

Nomor 22,Tambahan Lembaran Negari Republik lndonesia Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENMUNA
dan

BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH ]'ENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KabuPaten Muna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna;

3. Bupati adalah BuPati Muna;

4. Dewan Perwat<ilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna; 
..

5. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah

sesuai dengan Perituran-Peiundang-undangan yang berlaku;
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6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang metiputi perseroan terbatas'

perseroan fo*unOit"r, puri"ro"n fainnya UaOin u-saha milik Negara atau Daerah

dengannamadanbentukapapu'n,persekutuan'perkumpulan,firma,kongsi,
koperasi, yayasan, atau organisasi yaig rllenit, lembaga dana pensiun, bentuk

usaha tetap dan badan usaha lainnya;

7. Retribusi periznan rertentu adalah Retriousi Pembayaran atas kegiatan tertentu Pemerintiah

Daerah dalam pemberian izin kepada 
"t""g 

prib"dl atau badan yang dimaksudkan untuk

pembinaan, prng"t*"r\ pengendatian dan sngawasan atas kegiatran pemanfaatan ruang

penggunaan ,rrnU"1. Oaya ifan barang, prasapna, sarana atau fasilitas tertentu guna

melinlungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

8. Tempat tJsaha il.1;h'tempat meta'x'it<an kegiatan usaha yang dijalankan secara

teraturdalam satu bidang usaha tertentu; ---L-..^- ^ ^+.
9. Retribusi rzin cangguan-adalah pungutan daerah sebagai pembayaran .atas lasa

atau pemberian izin gangguan y"n!--Ungsung disediikan atau diberiKan oleh

pemerintah Daerah untuk kepentinga; ot"Ig priOaOi .atau 
badan di lokasi tedentu

yang menimbulkan ;h;t" 1brrgia;-Jan g"-ndgr*, tidak termasuk tempat usaha

yang lokasinya telan Oituntuf ofefipemerintlh atau Pemerintah Daerah;

10. wajib Retribusi adalah orang prinuoi atau badan yang menurut Peraturan

Perundang-undangan retribusi oiwa.;iokan untuk melakukan pembayaran retribusi;

11. TarfLingkungan yang disingkat TL adalah besarnya pungutan p1,*t 9".n.1'?" 
ruang

tempat usaha yang meliputi ruang teluiun dan ruang terbuka sesuai kondisi lingkungan;

12. tndeks Lokasi y;;;615ilglat lL-"ourtr"t 
"ngka 

indels yang did.asarkan.pada klasifikasi

jalan sesuai feUs litan ,Jp.rtii"t"n primer,lalan sekunder, dan jalan lingkungan;

13. lndeks Gangguan yang disingr<at iC-aoalah besar kecilnya gangguan di lokasi

tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan g.angguan;

14. Luas Ruang Tempat Usaha Vung diiinikat LniU idalan ruang tempat usaha

V"ng meliputi ruang tertutup dan ruang terbuka;

15. Surat Ketetapan i"etribusi Daerah ya-ng disingkat.SKRD adalah surat kepuiusan
- 

vuns meneniukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tLrtentu yang merup.akan. batas waktu

bagi retribusi ,"i"X memantaJtkan jasa atau pemberian izin tertentu dari

Pemerintah Daerah;
17. Surat pendaftaran obyek Retribusi Daerah, yang disingkat SPdoRD adalah

Suratuntukmelakukanpendaftaranbagiwajibretribusi;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yani setaniutnya disingkat SKRD adalah surat

keputusan yang menentukan pokok retribusi;

1g. surat Ketetapa'n Retribusi Daerah yang Kurang Ba.yar Tambahan yang disingkat

SKRDKBT adalah Surat Keputusan ying tenentukan tambahan atas jumlah

retribusi Yang telah ditetaPkan;

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan
-- 

t"git-,"n letriuusi atau sanksi adminisltrasi berupa bunga dan atau denda;

21. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang disingkat SPTRD adalah surat yang

digunakan oleh vrajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran

retribusi Yang terutang.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi lzin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas

pemberian irin fu*p"t usaha/kEliatun kepJOa orang pribadi atau badan yang

menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan'

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi lzin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan

kepada or"ng trib"di ataJiadan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya'

kerugian dan/atau gangguan, termisuk pengawasan dan pengendalian

kegiatan usaha secaia terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan

ketertiban, keselamatan dan kesehatan umum, memelihara ketertiban

lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja;

(2) Tidak termat* oOV"f retflb-usisebagaimana dimaKsud pa{a aya!(1) adalah tempat

usaha/kegiatan irarig terah ditentukatio6n Pemerintah atau Pemerintah Daerah'
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Pasal 4

subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin

i"*i"tlut"ha/kegiatan dari Pemerintah Daerah'

BAB III
TATA CARA PERTZINAN

Pasal 5

(1) Setiap orang atau badan sebelum mendirikan tempat u.s.1ha sebagaimana

dimaksud Oatam pisat 4 Peraturan Daerah ini diwairbkan mengajukan

p"rtnohon"n izin teilebih dahulu kepada Bupati;.

(2) Tata cara pengaluan permohonan'izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diatur dengan Peraturan BuPati'

Pasal 6

setiap terjadinya perubahan lokasi/ruang tempat usaha, kapasitas peralatan'

t"p"Jit"t iroouisiwajib mendapat izin dari Bupati'

Pasal 7

(1) Sebelum pemberian izin diterbitkan terlebih dahulu dilakukan Pendataan dan

atau Pendaftaran;
(2) Pendataan dan 

'atau 
Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)'

' ' kepada wajib retribusi wajib mengisi SPdORD;

(3) SpdORD sebagaimana dimaksuC Oatam ayai if ; harus diisi dengan benar dan

lengkap serta d'itandatangani oleh wajib retribusi atzu kuasanya;

(4)Bentuk,isi,tatacarapengisiandanpenyampaianSPdoRDditetapkan
oleh BuPati.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal B

Retribusi lzin lzin gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu'

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas tempat

usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan;

(2) Luas ruang tempat usaha sebagaiil-ana dimaksud dalam ayat (2) adalah luas

bangunan yang dihitung sebagailumlah luas setiap lantai;

(3) lndeks g"nggJ"n sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai

berikut :

a. Gangguan sangat kecil, indeks """ 1 ;

b. Gangguan kecii' indeks .'...' "" "" 2;
c. Ganguan sedang, indeks. 3 ;

d. Gangguan besai indeks """ 4:
e. Gangguan sanagat besar, indeks "'"' "' 5 '

I



BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan

untuk menutup 
"Lu"gi"n 

atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian lzin

gangguan;
(2) 6iay';penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi biaya 
'fienerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian

kegiatan usaha Secara terus menerus dilapangan penegakkan hukum, dan

peiatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut'

Pasal 11

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3. (tiga) tahun sekali;

tZi plninjauan tarif Retribusi subagaimana dimlksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memperhatikan indeks hirga dan perkembangan perekonomian;.

tgl Fenltapan tarif retribusi sebagaiirana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan BuPati.

BAB VII
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Besarnya retribusi yang terutlng dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat

pengguna an jasa dengan tarif Retribusi'
(2) Ting-k;t p"ng6un""n jisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah

penggunaan f"t" Vjng dijadilan dasar alokasi beban biaya yang dipikul

pur-Jrintrh daerah untut< penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(3) Apabila tingkat p""gg;t"..i"tui-"O"gaimana dimaksud pada ayat (1) sulit
' ' 

cliukur matfi tingkat-penggunaan jasa dapat d1aksir berdasarkan rumus yang

dibuat oleh Pemerintah daerah
(4) Rumus sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mencerminkan beban yang

dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut' 
,

(s) iarir retribusi iebagaimana dimaksud ayat (1) adalah nilai rupiah atau

persentase tertentu y"ang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang

terutang.
(6) Tarif retribusi sebagaimana

atau bervariasi menurut
penetaPan tarif retribusi.

dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam

golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Besarnya tarif retribusi didasarkan pac.la perhitu!,gaL dengan rYmu.: RIG (Retribusi

lzin Gangguan; = il garit Lingkungan) x lL (lndeks Lokasi) x lG (lndeks

Cangguailx LRTU (Luai Ruang flmplt Usaha), dengan rincian sebagai berikut:

a. Tarif Lingkungan (TL) untuk tuas tempat'usahi sampai dengln 100 m2

dikenal<a;r tarif izin'retribusi sebesar Rp. a.O0^0,- / m2 (empatlbu rupiah per

meter persegi). Sedangkan di atas iOO mt dikenakan tarif izin retribusi

sebesar np. >.boo,_ / m21dua ribu rupiah per meter persegi).

b. lndeks Lokasi (lL)tempat usaha ditetapkan :

- Pada Jalan Primer dengan indeks 4 (empat)
- Pada Jalan Sekurrder dengan indeks 3 (tiga)

- Pada Jalan Lingkungan dengan indeks 2 (dua)

(2) Untuk menentukan 
"pendgotongJn tempat usaha berdasarkan besar kecilnya

jenis dan kadar bahaya, 
-XErugiSn 

dan gangguan yang.ditimbulkan oleh kegiatan

Lsaha ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Muna.



BAB IX
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat lzin usaha diberikan'

BAB X
MASA RETRIBUSI

Pasal 15

lzin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berlaku

BAB XI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Masa Retribusi
3 (tiga) tahun.

(1) Pemerintah Daerah berkewajib.an

terhadaP setiaP Pemegang vtn
menimbulkan gangguan;

(2) Pengendalian dan Pengawasan
dilakukan setiaP tahun.

mengadakan pengendalian dan pengawasan

tenipat usaha baik yang tidak maupun

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD, dengan menerbitkan sKRD atau
' ' 

dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;

(2) Bentuk dan isi seiagaimana dimaksud dalam ayat (1)ditetapkan oleh Bupati'

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunak?n SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan;
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

berupa karcis, kupon' dan kartu langganan;
(4) penagihan retribusi terutang seUai"almana dimaksud pada ayat (1) didahului

dengan Surat Teguran;
(s) Hasi pemungutai ietri'busi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara

bruto ke Kas Daerah;

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Retribusi terutang pembayarannya dilakukan secara tunai/lunas;

(2) pembayaran retr"'rbusi seOagaimina dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-

lambatnya Z Ar:rf,i n"ri Jejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan dan SKRDKBT;
(3)Tatacarapenyetoran,pengangsurandantempatpembayaranretribusidiatur

dengan Peraturan BuPati.
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BAB XV
PEMANFAATAN

Pasal 20

(1) Pemanfaatan dari penerimaa.n ,dari 
penerimaan retribusi perizinan tertentu

diutamakan untuL'mendanai regiatan yang berkaitan langsung dengan

penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan'

(2) Alokasi pemanfaaian penerim""n t"ttiUrii sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliPuti:
a-' perOaikan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan'

;. Membiayai penyelenggaraan pemberian izin'

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 2l

Dalamhalwajibretribusitidakmembayartepatpadawaktunyaataukurang
membayar dapat Oilenaf.an sanksi 

"O*ilitir"ti'dengan 
bunga 2 % (dua persen)

setiap butan Oari reiriUrsi yang_ter{".; ;;;g;n y"ng'iidak atau kurang dibayar dan

ditagih dengan menggunakan STRD'

Pasal 22

tidak atau kurang bayar dilakukan dengan

dimaksud pada ayat (1) didahului dengan

(1) Penagihan retribusi terutang yang

menggunakan STRD;
(2) Penigihan retribusi sebagaimana

Surat Teguran;
(3) Pengeluaran surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan

awal pelaksanaan penagihan ,etriUusi dikeluarkan setetifr 30 (tiga puluh) hari

sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;

(4)Dalamjangkawaktu60(enampuluh)r'?|setelahtanggalsurat
Teguran/peringatan/surat lain yu;g sejenis, wajib retribusi harus melunasi

retribusi Yang terutang;
(5) Surat TeguranlP"iing";tanlSurat.lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada

'-' ,yut (1)ikeluart<an oleh pejabatyang ditunjuk; . ,,e,,,a1 rain 'enn s
(6) Tata cara dan p"n"tilit"n'Surai T69uran/Peringatan/Surat lain yang se1enls

diatur dengan Peraturan BuPati'

BAB XVII
KEBERATAN

Pasal 23

(1) Wajib Retribusi dapat nrengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat
t ' yatlg ditunjuk atas'SKRD J"u Oof"en lain yang dipersamakan;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis Jurut 6a6isa' lndonesia dengan disertai

alasan-alasan Yang jelas;

(3) Keberatan narrls d-i;t;6 dalam jangka waktu-.p3Jing,lama 3 (tiga) bulan sejak

tanggal 5KRD diterbitkan, recuali jika watib. Retribusi tertentu dapat

menunjukkan bahwa jangka wat<tu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan

diluar kekuasaannYa;
(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana.dimaksud pada ayat (3) adalah

suatu keadaan yang i;tjtOi dituar kehEndak kakuasaan Wajib Retribusi;

(5) pengajuan reberalan ildak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
' ' 

pelaksanaan penagihan Retribusi'

4
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Pasal 24

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat

Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan

dettgan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;

(2) ketJntuan sebagaimana dimaksud pada ayat.(1) adalah untuk memberikan

kepastian hukuii r,"ti w";iu Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus

diberi kePutusan oleh BuPati;

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
' ' 

sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusiyang terutang;

(a) Apabila jangka *"ttu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan

Bupati tida)< memberi suaiu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut

dianggaP dikabulkan.

Pasal 25

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagiatt atau seluruhnya, kelebihan

pembayaran Retribusi dikembalikan dengan Sitambah imbalan bunga sebesar

?-o/o {dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;

(2) lmbalan bunga's"Uag"iman" di*r["ud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB'

BAB XVIII
P ENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib

Retribusidapatmenagiukanpermohonanpengembaliankepadaaynaji;
(2) Bupati dalam i"nlf.i'*"ktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya

permohona" G;;;balian xelen-inan pembayaran Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayit (1), harus memberikan keputusan;

(3) Apabita jangka *"f.t1.i sebagalmana dimaksud pada ayat (2) tetah dilampaui dan

Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian

pembayaran paial atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau

SKRDLB harus diterbitfan dalam jangka wit<tu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila Wajib prirf 
"ti, 

Wajib Reiribusi mempunyai utang Pajak atau utang

Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) langsung dipLrhitungkin untuk melunasiterlebih dahulu

utang Pajak atau utang Retribusitersebut;
(5) pengembatian keleb'fran pembayaran Pajak 

"11u 
Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan ialam langfa waktu paling lama 2 (dua) bulan

seiak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB;

(6) Jika pengembaliin kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan

setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbatan bunga sebesar 2%

(dua persenl slUutan atas keteriambatan pembayaran kelebihan pembayaran

Pajak atau Retribusi;
(7) Tata cara pengemualian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi

sebagaimana dim-aksucl pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati'

BAB XIX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

(1)Bupatidapatmemberikankeringanandanpembebasanretribusi;
(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), dengan memperhalikan kemampuan wajib retribusi dapat

diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur;

(3) pembebasrn-iutiinrJi sebagaimana dimakiud-dalam ayat (1) antara lain

diberikan kepada wajib retribri.i yung ditimpa bencana alam dan kerusuhan;

(4) Tata cara pengurangan, keringanan da-n pembebasan retribusidltetapkan oleh Bupati'



BAB XX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

(1) Atas ketebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Bupati

(2) Bupati dalam 6;k; wa.1,tu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya

permohonan d;;g;t"lian'kelefiihan pembayar"n retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan'

(3) Apabila jangka *if.t.i sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) telah oitampauioan nupiti tidak memberikan suatu keputusan permohonan

pengemlralianpembayaranRetribusidianggapdikabulkanSKRDLBharus
Oit"iOitfun dalam jang[a waktu paling lama 1 (satu) bulan'

(4) Apabita wajib ietriCusi ,.n.tnprn!"i utang retribusi lainnya' kelebihan

pembayaran sebagaimana dimai<sui pada lVtt {tl langsung dipertimbangkan

untukmelunasitertenirrdahuluutangretribusitersebut.
(5) pengembatian keteuihan pembuyuiun retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam jangt<a *tX,t, paling lamai (dua) bulan sejak sejak

(6)

(7)

diterbitkannYa SKRDLB.
Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2

(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga seb.esar 2 % (dua persen)

ienutan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi'

Tata cara pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengart peraturan Bupati'

BAB XXI
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui

jangka waktu 3 (tija) tahun-terhitung sejak sait tgrugngnya Retribusi, kecuali jika

Wr]iO Retribusimelakukan tindak pidana di bidang Retribusi;

(2) Kadatuarsa penagihan Retribusi sebagaimlna dimaksud pada ayat (1)

tertangguh jika :

a. Diterbitkan Surat Teguran; atau

b. Ada pengakual utaig Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun

tidak langsung'
(3) Dalam hal diierbitlian Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a'

kadaluwars" p*ntgih"n dihitunfsejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;

(4) Fengakuan utangheiriousi t"-*rl bngJ;ng sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b adalah W"ajiO Retribusidengan [esadarannya menyatakan.masih mempunyai

utang Retribusidah belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

(5) Pengakuan utang Retribusi ,""rtaiid"k langsung sebagaimana dimaksud pada,-' 
ayat"(2) huruf O-Oapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi'

BAB XXII
PEMBUKUAN DAN PEMERTKSAAN

Pasal 30

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
' ' 

r<ewajinan Retribusidalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi;

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

a. mempertirraikari dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang

menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek

Retribusi Yang terutang;
b. memberikan liesempatin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap

perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan'
(g) Ketentuan leLlih lanjut rn'eng-enai taia cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan

Peraturan BuPati.

1r,
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Pasal 31

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;

(2) BupatiMalikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi
Kabupaten/Kota yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XXIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

(1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi lzin Gangguan diberikan
insentif sebesar 5 o/o (lima persen) dari rencana penerimaan;

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan

perundang-undangan.

BAB XXIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Hukum Acara Pidana;

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenan dengan tindak Pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi

atau badan tentarrg kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak

pidana di bidang Retribusi;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan

terhadap bahan bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau- 

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas

orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka dan saksi;
j. Menghentikan penyidikan; danlatau
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

Pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
( ) Penyirlik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik lndonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana'
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BAB XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan.keuangan 
daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

pidana denda paling banyak 3 (tiga) kalijumlah retribusi terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

(2) Tuntutan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengah sifatnya
adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau wajib retribusi karena
itu d'rjadikan tindak piciana pengaciuan.

BAB XXVI
KETEilITT'Aif PEf{UTUF

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muna
Nomor 26 'I'ahun 2000 tentang Retribusi lzin Tempat Usaha dan lzin Gangguan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aturan
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Drtetapl<an di Raha
Pada Tanggal 2-l - 6 - zott

BUPATT MUI\[A,

c4\ Yl ,/
H. L.M. BAHARU5DIN

/Diundangkan di Raha
PadaTanggal2J-6- 2011

SEKRETARIS DAERAH KAB. MUNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 201 1

NOMOR :\0
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA

NOMOR /O TAHUN 2011

TENTANG

RET'RIBUSI IZIN GANGGUAN

UMUM

Dalam rangka penyelengg araan pemerintahan daerah mempunyai hak dan kewajiban

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan d-engan maksud di atas dalam rangka mengisi otonomi daerah sebagai wujud

pelaksanaan Indang-inOang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan

implementasi Undan!-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

maka dipandang peiiu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor Perizinan

tertentu.
Penerapan lzin gangguan untuk mengawasi kegiatan usaha yang memiliki indeks gangguan

yang dapat menimbulkan in""ran bahaya, gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan

umum, memelihara ketertiban lingkungan dan norma keselamatan dan kesehatan kerja.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas.
Pasal 2 cukup jelas.
Pasal 3 cukup jelas.
Pasal 4 cukup jelas.
Pasal 5 cukup jelas.
Pasal 6 cukup jelas.
Pasal 7 cukup jelas.
Pasal I cukup jelas.
Pasal 9 cukup jelas.
Pasal 10 cukup jelas.
Pasal 11 cukup jelas.
Pasal 12 cukup jelas.
Pasal 13 cukup jelas.
Pasal 14 cukup jelas.
Pasal 15 cukup jelas.
Pasal 16 cukup jelas.
Pasal 17 cukup jelas.
Pasal 18 cukup jelas.
Pasal 19 cukup jelas.
Pasal 20 cukup jelas.
Pasal 2l cukup jelas.
Pasal 22 cukup jelas.
Pasal 23, 24,25, dan 26 cukup jelas.
Pasal 27, 28,29, dan 30 cukup jelas.
Pasal 31, 32, 34, dan 35 cukup jelas.
Pasal 36 dan 37 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR: 72


